1I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat

Setiap negara memerlukan kedaulatan baik ke luar maupun ke dalam. Menurut
Jean Bodin (1530-1596), kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu
negara. Kekuasaan tertinggi itu sah dan harus ditaati rakyat. Jika suatu negara
telah merdeka, secara otomatis negara itu berdaulat. Demikian juga Negara
Indonesia. Kedaulatan negara Indonesia diperoleh dengan perjuangan. Oleh
karena itu, kita wajib mempertahankan kedaulatan negara ini dengan berperan

aktif dalam pembangunan.

1. Pengertian Kedaulatan
Berdaulat asal kata dari daulat (dari bahasa arab) yang berarti kekuasaan. Jadi,
berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Kata kedaulatan, juga berasal dari
bahasa latin yaitu supremus, artinya vang tertinggi. Kedaulatan dan berbagai
bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang suatu kesatuan politik. Jadi
kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau
kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain, kecuali kekuasaan
yang satu adalah kekuasaan Tuhan. Dengan demikian pengertian kedaulatan

adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
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Menurut teori, suatu negara vang akan berdiri harus memenubhi tiga syarat,
yaitu :
a. Rakyat
Rakyat adalah semua orang vang berada di dalam suatu negara atau
menjadi penghuni suatu negara.
b. Wilayah/daerah
Adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas ditempat negara itu untuk
dapat melaksanakan kedaulatannya.
¢. Pemerintah yang berdaulat
Adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan

rakyatnya dan menjaga seluruh tanah air serta segenap rakyatnya.

Negara adalah organisasi di suatu wilayah vang mempunyai kekuasaan tertinggi

yang sah dan yang ditaati oleh rakyat. Pengertian kedaulatan ada 2 yaitu,

a. Kedaulatan kedalam
Kedaulatan kedalam artinya pemerintah (negara) mempunyai kekuasaan untuk
mengatur kehidupan negara melalui lembaga negara atau alat perlengkapan
negara yang diperlukan untuk itu. Dalam pembukaan UUD 1945 kedaulatan
kedalam nampak pada tujuan negara sebagai berikut :
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) Memajukan kesejahteraan umum
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa

b. Kedaulatan keluar

Kedaulatan keluar mengandung pengertian kekuasaan untuk mengadakan atau
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kerjasama dengan negara lain. Hubungan dan kerjasama ini tentu saja untuk

kepentingan sosial. Ini berarti pula bahwa bahwa negara Indonesia mempunyai

kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Kedaulatan keluar ini nampak

pada Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya (pasal-pasal), yaitu :

1) Tkut melaksanakan ketertiban dumia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
pribadi, dan keadilan sosial (Pembukaan Uud 1945 alinea ke-4)

2) Pasal 11 ayat (1), berbunyi : Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan
perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

3) Pasal 13 ayat (1), berbunyi : Presiden mengangkat duta dan konsul

2. Teori-teori Kedaulatan

a. Teori Kedaulatan Tuhan
Teort ini mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari
Tuhan. Raja atau penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan,
Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja/penguasa.
Teort ini pernah dianut oleh negara jepang pada saat dipimpin Kaisar Tenno
Heika sehingga dia dianggap sebagai keturunan dewa matahari,

b. Teori Kedaulatan Raja
Teort ini merupakan penjabaran dari teori kedaualatan Tuhan. Kekuasaan
tertinggi terletak di tangan dan keturunan Raja. Raja dianggap keturunan dewa
atau wakil Tuhan di bumi yvang dapat kekuasaan langsung dari Tuhan.
Kekuasaan Raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teori ini pernah

diterapkan di negara Prancis saat dipimpin oleh Lous XIV
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¢. Teori Kedaulatan Negara
Teori in1 mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara.
Negara sebagal lembaga tertinggl dengan sendirinya memiliki kekuasaan.
Kedaulatan negara muncul dengan berdirinya suatu negara. Teori ini pernah
diterapkan di Jerman pada saat diperintah oleh Hitler.

d. Teor1 Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, kekuasaan tertinggn dalam negara terletak pada hukum.
Hukum menurut teori ini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum
tertulis misalnya UUD dan Peraturan perundang-undangan. Pelaksaan
pemerintah dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Teori ini dianut
oleh negara Indonesia dengan model negara hukum modern.

e. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan
rakyat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut.
Keabsolutan kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian
kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika. Ajaran itu menganjurkan agar
kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, vaitu :
legislatif, eksekutif dan yudikatif.

1) Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-
undang. Contoh dari kekuasaan legislatif vaitu : DPR, MPR, DPD.
2) Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Contoh

dari kekuasaan eksekutif yaitu ; Presiden dan Wakil Presiden.
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3) Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-
undang. Contoh dart kekuasaan yudikatif yaitu : MK (Mahkamah

Konstitusi), MA (Mahkamah Agung) dan KY (Komisi Yudisial).

Ciri-ciri negara yang menganut teori Kedaulatan Rakyat :

1) Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis
yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.

2) laksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga
perwakilan diatur oleh undang-undang.

3) Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badang atau majelis
yang bertugas mengawasi pemerintah,

4) Susunan kekuasaan badan atau majelis tersebut ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar.

1. Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Bentuk kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat.
Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat antara lain

sebagai berikut :

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan 1kut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
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kepada perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”
Alinea tersebut menegaskan tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia,
republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Indonesia. Salah satu
pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu pokok pikiran ketiga mengatakan
bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.

. UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 dan 2

Pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk Republik”. Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat,
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menunjukkan
bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang berkuasa menurut undang-
undang dasar. Kekuasaan rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) vang terdin atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR,
DPR, dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama.

Pancasila

Sila keempat berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan™.
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Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menganut kedaulatan rakyat yang

pelaksanaannya dilakukan oleh MPR, DPR,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, dan DPD.

2, Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai
Pelaksana Kedaulatan Rakyat.

Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakvat dan kedaulatan hukum

sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Rumusan kedaulatan

di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan

paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai

tujuan kekuasaan negara.

a. Prinsip-Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia
Indonesia memiliki prinsip sebagal negara yang menganut kedaulatan rakyat,
yaitu :
1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik
(Pasal 1 ayat (1) UUD 1945).
2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
3) Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
4) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945).
5) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17

ayat (2) UUD 1945).
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6) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut

Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (3) UUD 1945).

Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam
demokrasi Pancasila, ada dua asas, yaitu asas kerakyatan dan musyawarah untuk

mufakat.

1) Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat,
manunggal dengan nasib dan cita — cita rakvat, serta berjiwa kerakyatan
atau menghayati kesadaran senasib dan secita — cita dengan rakyat,

2) Asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang memperhatikan
aspirasi atau kehendak seluruh rakyat vang jumlahnya banyak dan melalui

forum permusyawaratan.

Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, diperlukan tertib hukum. Tertib hukum akan dapat terlaksana jika
negara Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Oleh karena 1tu, Indonesia
mendasarkan sistem pemerintahannya pada hukum dan tidak bersifat absolut.
Artinya, kekuasaan yang ada di negara kita, dibatasi dengan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang menganut kedaulatan

hukum, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, dan

kebudayaan.
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2) Peradilan vang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh olch
kekuasaan lain

3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa negara kesatuan republik Indonesia menganut

kedaulatan hukum adalah ;

1) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

2) Diakuinya hak asasi manusia dan dicantumkan dalam konstitusi dan
perundang-undangan.

3) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan.

4) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

5) Adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan

6) Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sedangkan

pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional.

B. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan
kratos yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau
suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggl atau
rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara. Adalah Abraham Lincoln yang
menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk

rakyat. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut
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oleh Negara Negara di dunia. Namun demikian, implementasi demokrasi di setiap
negara bisa berbeda beda. Bahkan tidak jarang, negara yang otoriter sekalipun,
seperti di negara-negara komunis atau negara vang didominasi militer, juga
mengklaim sebagai negara demokrasi. Secara formal, di negara tersebut memang
ada ornamen demokrasi, seperti partai politik, pemilu, organisasi kemasyarakatan,
media massa dan parlemen. Akan tetapi, kesemuanya itu berada di bawah kontrol

kekuasaan yang sentralistik.

Literatur ilmu pendidikan pada umumnya memberikan konsep dasar tentang
demokrasi. Apapun label atau predikat yang dibenikan terhadapnya, konsep
demokrasi merujuk pada pemerintahan oleh rakyat. lmplementasi konsep
demokrasi pada tingkat nasional di dalam Negara kebangsaan yang berskala besar
adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan
secara langsung oleh Warga Negara melainkan melalui wakil-wakil rakyat yang
dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dan kebersamaan. Dalam telaah umum
politik, praktek demokrasi semacam ini tergolong dalam demokrasi tidak

langsung.

Dilihat dart segi fungsionalnya, demokrasi dapat dibedakan dalam 2 kategori,
yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (tidak langsung). D1 dalam
demokrasi langsung semua warga masyarakat secara langsung ikut dalam
pengambilan dan pemutusan setiap peraturan yang diberlakukan dalam
masyarakat itu. D1 jaman Yunani Kuno, Athena dimana demokrasi untuk pertama

kalinya diterapkan di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung, karena
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suatu majelis mampu mewadahi warga masyarakat yang berdiri dalam jumlah

yang terbatas atau sedikit.

Sekarang di jaman modern dimana wilayah dan jumlah warga masyarakat sudah
demikian besarnya dengan permasalahan yvang dihadapi semakin kompleks, maka
sudah tidak mungkin lagi demokrasi langsung diterapkan. Demokrasi yang bisa
dilaksanakan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung dengan berbagai

variasinya.

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara yang
satu dengan vang lain. Pertama ada demokrasi sebagai ide atau konsep dan vang
kedua demokrasi sebagai praxis.Demokrasi sebagai ide atau konsep adalah
demokrasi sebagaimana ada dalam gagasan atau dalam pemikiran. Berkenaan
dengan demokrasi sebagai ide atau konsep ini kita dapat menyusun suatu daftar
sangat panjang mengenai arti, makna, dan sikap, serta perilaku yang tergolong
demokratis, seperti kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, Kebebasan berbicara
dan mengeluarkan pendapat; kebebasan berserikat dan berkumpul; kebebasan
memilih dalam pemilihan umum; penghargaan terhadap hak asasi manusia;

menjunjung tinggi persamaan, ekualiti, dsb.

Sebagai praxis, demokrasi sudah menjelma menjadi sistem penyelenggaraan
pemerintah. Karena telah menjadi sistem, kinerja demokrasi terikat oleh
seperangkat orang tertentu. Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang atau
kelompok yang dalam menjalankan aktivitas berdemokrasinya tidak menaati
aturan main yang berlaku, maka aktivitas ini, walaupun secara ide ataupun konsep

dapat dianggap demokratis akan merusak demokrasi vang sedang berlaku. Dengan
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kata lain, aktivitas ini dalam konteks sistem demokrasi yang berlaku menjadi tidak

demokratis atau anti demokrasi.

Sejalan dengan pandangan di atas, Avan Gaffar mengatakan bahwa ada dua
macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normative dan
pemahaman secara empiric (Gaffar 2002:23). Dalam pemahaman secara
normative, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idea hendak dilakukan oleh
Negara atau diselenggarakan oleh sebuah Negara, seperti misalnya kita mau
mengungkapkan “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Biasanya ungkapan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang
Dasar. Hal ini pun dapat ditemukan dalam pasal UUD 1945 misalnya pasal 1 ayat

(2), pasal 28, atau pasal 29 ayat (2), dsb.

Kalau kita perhatikan dalam demokrasi dalam arti yang normative tersebut, belum
tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam tata Negara.
Oleh karena itu sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara
empiric, vaitu perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik praktis. Pada
ilmuwan politik selama mengamati praktik demokrasi diberbagai Negara,
merumuskan demokrasi secara empiric dengan menggunakan sejumlah indikator
tertentu, misalnya JuanLinz G., Bingham Powell Jr, dan Robert Dahl. Dan semua
indikator yang diajukan, oleh ilmuwan politik tersebut, kemudian dapat
disimpulkan ada lima indikator untuk melihat apakah suatu Negara itu betul- betul

demokratis atau tidak (Gaftar 2002 7).
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Lima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

L.

2,

3.

Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh
rakyat harus dapat mempertanggungjwabkan kebijaksanaan yang hendak
dan telah ditempuhnya, ucapannya dan tidak kalah pentingnya adalah
perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya.
Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi
kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak
hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang untuk
orang lain tertutup sama sekali.

Rekm

tmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan,

diperlukan suatu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap
orang yang memenuhi syarat untuk mengisi satu jabatan politik yang dipilih
oleh rakyat mempunyai peluang vang sama dalam melakukan kompetisi
untuk mengisi jabatan tersebut.

Pemilihan Umum. Dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilakukan secara
teratur. Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk
memilih dan dipilih. Serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai
dengan kehendak nuraninya.

Menikmati hak-hak dasar. Dalam swatu Negara yang demokrasi, setiap
warga Negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas,
termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk

berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers bebas.
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Di samping lima indikator, perlu juga diperhatikan masalah supremasi hukum.
Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, hukum perlu ditegakkan dengan
baik. Dengan penegakan supremasi hukum, baik warga masyarakat maupun
penyelenggara Negara, tidak ada vang dapat berbuat seenaknya sendiri dan

melanggar atau merugikan hak seseorang atas kelompok orang lain.

C. Otonomi Daerah

Masalah otonomi daerah sekarang ini diatur dengan UU. No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan itu menggantikan UU. No.22 tahun
1999 yang mengatur hal yang sama. Kedua undang-undang tersebut lebih
membawakan corak desentralisasi, yakni memberikan kekuasaan yang besar
kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal
ini sangat berbeda dengan UUNo.5 tahun 1974 yang sifatnya sangat sentralis.
Pemberian otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota vyang dianggap lebih

mengerti situasi dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat di daerah.

Berdasarkan UU.No.32 tahun 2004, kewenangan daerah Kabupaten atauKkota
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang-bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
monecter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang
lain itu meliputi kebijaksanaan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan

pemberdayaan daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
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tinggi vang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Kewenangan yang

dikecualikan itu dipegang oleh pemerintahan pusat.

Kewenangan provinsi sebagal daerah otonom mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan
bidang tertentu lainnya. Dismping itu juga kewenangan yang tidak atau belum
dilaksanakan oleh daerah Kabupaten atau Kota. Mengenaikewenangan pemerintah
pusat dan pemerintah Provinsi sebagai dacrah otonom kemudian dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah membawa berbagai
konsekuensi, terutama sekali adalah konsekuensi pembiayaan. Sebab semua
urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, pelaksanaannya harus
dibiayai oleh daerah vyang bersangkutan. Oleh karena itu dalam rangka
pembiayaan berbagai urusan otonomi, dikeluarkan UU. No. 33 tahun 2004 tantang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Atas dasar undang-
undang tersebut, sumber-sumber keuangan vang sebelumnya masuk ke

Pemerintah Pusat harus dibagi secara proposional dengan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah vang luas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut
diberlakukan mulai tahun 2001. Persoalan yang sangat dirasakan terutama adalah
adanya daerah-daerah tertentu yang potensi kekayaan alamnya sangat terbatas,
sehingga mengalami kesulitan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi
daerah. Oleh karena itu maka pemberian otonomi vang luas kepada daerah,

disamping merupakan peluang sekaligus juga merupakan tantangan, vyaitu
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tantangan untuk bisa mandiri dalam membaiayai penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah masing-masing.

1.

Pengertian Otonomi Daerah
Istilah Otonomi Daerah berasal dari kata Otonomi, yang dalam arti sempit
berarti Mandiri sedangkan dalam arti luas berarti Berdaya, jadi pengertian
Otonomi Daerah adalah Kemampuan suatu daerah dalam kaitannya
pembuatan dan pengambilan suatu keputusan mengenai kepentingan
daerahnya sendir.
Terjadinya Otonomi Daecrah dikarenakan adanyva perubahan sistem
pemerintahan dari sistem sentralisasi vaitu pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, ke sistem
Desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
a. Alasan Perlunya Otonomi Daerah
1) Kehidupan berbangsa dan bernegara sclama ini (masa orde baru) sangat

sentralisasi, daerah diabaikan
2) Pembagian kekayaan alam tidaklah adil dan merata
3) Kesenjangan sosial dan pembangunan
4) Sedangkan alasan filoposofis nya adalah :

a. Mencegah penumpukan kekuatan atau tirani(aspek politis)

b. Mengembangkan kehidupan Demokrasi

¢. Dan aspek tekhnik organisasi penyelanggaraan pemerintah agar lebih

efisien
d. Merupakan sarana Pedidikan politik
e. Persiapan untuk karier politik lanjutan

f. Menjaga stabilitas politik nasional
g. Mencapai kesctaraan politik di Indonesia.
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Visi, Konsep dasar, dan Prinsip Otonomi Daerah

Visi Otonomi Daerah terbagi atas 3 yaitu :

a)

b)

b)

Politik : Harus dipahami sebagai sebuah proses untk membuka ruang
bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah vyang dipilih secara
demokratis

Ekonomi : Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan
pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

Sosial : Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon

dinamika kehidupan daerah di sekitarnya

Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam
hubungan domestik kepada daerah

Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam
pemilihan dan penetapan kepala daerah

Pembangunan tradisi politik daerah vang lebih sesuai dengan kultur
berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi pula
Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah

Pengaturan Pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian
keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan

masyarakat.

Prisip-prinsip Otonomi Daerah :

a)
b)

Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah

Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
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3. Otonomi Daerah yang luasan utuh diletakan pada daerah Kabupaten

dan daerah Kota

a) Sesuai dengan konstitusi negara kita

b) Kemandirian Daerah Otonom

c) Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah

d) Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah

administrasi

e) Asas tugas pembantuan
D. Hak Pilih Dalam Pemilu
Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, mempunyai hak
pilth aktif maupun hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah setiap warga negara yang
telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan
duduk dalam suatu badan perwakilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah
sebagai berikut :

a. Telah berusia 17 tahun/sudah menikah.

b. Terdaftar sebagai pemilih bukan bekas anggota PKI atau ormas-ormasnya,
tidak terlibat langsung/tidak langsung G308/PK1 atau organisasi terlarang
lainnya.

c. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena tindak pidana dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
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Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat

tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan.

Persyaratan yang harus dipenuhi 1alah sebagai berikut :

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

WNI vang berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, serendah-
rendahnya tamat sekolah lanjutan pertama atau yang sederajat dan
berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pada proklamasi
17 Agustus 1945, UUD 1945, dan reformasi kemerdekaan bangsa
Indonesia untuk mengembangkan Amanat Penderitaan Rakyat.

Bukan bekas anggota organisasi terlarang, PKI termasuk anggota
masanya.

Bukan seorang vang terlibat langsung / tidak langsung dalam gerakan
“kontra reformasi” G30S/PKI atau organisasi yang terlarang lainnya.

Tidak sedang terganggu jiwanya / ingatannya.

Tidak scdang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana

yang dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun.

E. Demokrasi Lokal

Demokratisasi lokal adalah implikasi dan desentralisasi vang dijalankan di

daerah-daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi di Indonesia. Konsepnya

mengandaikan pemerintahan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Hal paling mendasar

dalam demokrasi adalah keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau

konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Perkembangan
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desentralisasi menuntut adanya proses demokrasi bukan hanya di tingkat regional

tetapi di tingkat lokal.

Demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru hampir selalu dibicarakan secara
berkaitan dengan pembentukan sistem politik yang mencerminkan prinsip
keterwakilan, partisipasi, dan kontrol. Oleh karenanva, pemerintahan yang
demokratis mengandaikan pemisahan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Suatu pemenntahan dikatakan demokratis jika
terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap
penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi
menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan
daerah; atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga
politik; sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas
pemerintahan, Dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari
berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik,
pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan, istilah * lokal’ mengacu kepada

‘arena’ tempat praktek demokrasi itu berlangsung.

F. Pemilukada

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum diberlakukannya undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil

¥ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 avat 4.
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Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun
sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilithan Kepala Daerah secara

langsung,

Pada dasarnya daerah merupakan bagian vang tidak dapat dipisahkan dengan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, vaitu pemilihan secara langsung, Menurut Rozali
Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Dacrah dan

Wakil Kepala Daerah secara langsung“, adalah:

a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas
kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam
konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Oleh
karena 1tu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka
punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing,
antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.

b. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan
DPRD
Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung
oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan

M Lihat; Rovali Abdullah, pelaksanaan Gtonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah secara
Langsung, PT Raja Gralindo, 2005, hlm 53-35
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dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh
lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

. Kedudukan vang sejajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dengan DPRD

Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan
bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No.
22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2
jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan
DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk
memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan
DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat.

. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sudah dicabut.

. Mencegah politik vang

Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang 1 terjadi karena
begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan
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pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang

bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, mengamanatkan bahwa Pilkada dibawa kedalam ranah Pemilihan umum.
Sehingga secara resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Pilkada yang pertama kali diselenggarakan berdasarkan
undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta. Pilkada diselenggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada
diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56, peserta Pilkada
adalah pasangan calon vang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini
menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa
pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh

partai politik lokal.

Pilkada langsung sebagai pengejawantahan dan demokratisasi lokal telah

dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak evaluasi dan analisa
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mengenai penyelenggaraannya menyvimpulkan suatu kondisi vang sama, vaitu
bahwa penyelengaraan Pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang
diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan masalah yang mendasar.
Pilkada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui oligarki
politik, sehingga pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu'’.
Partisipasi masyarakat lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan
proses politik sebagai suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru
konflik-konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme cenderung sering
terjadi, vang disinyalir sebagai akibat dari adanya berbagai kelemahan dalam tata
peraturan penyelenggaraannya, dan munculnya berbagai manipulasi dan

kecurangan.

Menurut Silahuddin dkk, permasalahan — permasalahan yang timbul selama

penyelenggaraan pilkada langsung, yaitu

a. Permasalahan kelembagaan pilkada langsung
Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada,
pengawas ( PANWAS ) serta dukungan pemerintah daerah selama pilkada
berlangsung.

b. Permasalahan dalam tahapan persiapan pilkada langsung
Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama pilkada antara lain adalah
sempitnya masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD
tentang masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, masalah pemantauan

pilkada langsung, masalah sosialisasi.

" Silahuddin, Edah Jubacdah, dan Wawan Dharma S, Fvaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daeral Langsung, 2007, hlm iii



43

¢. Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pilkada langsung
Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme pencalonan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, pelanggaran kampanye, manajemen logistic pilkada,
masalah money politic, masalah pendanaan dan pertanggung jawabannya, hal
tersebut diatas merupakan masalah krusial pada tahapan pelaksanaan pilkada

langsung



